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Secara nasional lapdasan hukum perkawinan yang berlaku di (ndonesia
adalab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tem@ing Perkawinan, yang kemudian
ditkuti dcogan lahimya Peraturan Pemerinteh No. 9 Tabun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. | Tahun 1974 wntang Perlsawinan Kedua peraturan tersebut
baik Undang-Undang No. | Tahun 1974 dan Perahaan Pemerintah No. 9 Tahun
1975. Berbeda halnya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain ketentuan peraturan
dasar perkawinan tersebut maka seorang PNS yang akan melangsungkan perkawinan
terikat kepada ketentuan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. {0 Tahun 1983
tentang [jin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tenwing Pecubahan Atas Peratizan
Peraecintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang [jin Perkawinan Dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil.

Permmasalahan yang dmjukan adalah bagaimana faktor penyebab pegawai
negetj sipil menikah kedua tanpa i}in, bagrimana smksi pidane \ohadsp seorang
PNS yang menikah lagi tanpa ijin.

Hasi! penelitian dan pemhshasan menjelaskan faksor penyebab pegawai
negeri sipil menikah kedua tanpa ijin adalah: balangan berpoligami, hamil diluar
ailmh, tidak bahagian dengan pasangan sebelumnya, untuk menghindan dosa, dan
tidak mau tahu ketentuan prosedur hukuro. Sanks: pidana terhadap seorang PNS
yang menikah lagi tanpa ijin maka PNS yang bersaogkutan dapat dikenakan sankst
pidana berupa pidana penjara. Selain sanksi pidana penjara PNS yang bersangkutan
dapat juga dikeuakan sanksi disiplin dalem tingkungan PNS itu sendisi. Analisis
Putvsan Pengadilan Negeri Medan No.248/pid B/2006/PNMedan cbagai berkut:
Sesuai dengan pasal 279 ayat | ke 1 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tehun: Barangsiapa mengadakan gerkawinap padahal ia mengetahui
bahwa perkawinan atau petkawinan-perkawinangya yang telah ada menjadi
pcughaiang yang sab utuk itu. Dalam ini Mahkamab Agung Menghukum terdakwa
oleb karena i deagao pidana penjara selama 4 (empat) tulan, menetapkan bahwa
penahanan yang telah dijalani terdakwa dikuragekan sepenubnya dan pidana yang
dijarublsmo dan memeninlahkan terdakwa untuk ditahan
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